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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untukmengetahui bagaimana sanksi pidana 
bagi korporasi yang melakukan tindak pidana 
terhadap anak berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.  Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan, bahwa 
sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan 
tindak pidana terhadap anak dapat dijatuhkan 
kepada pengurus korporasi.  Pidana yang 
dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana 
denda dengan ketentuan pidana denda yang 
dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana 
denda sesuai dengan pidana denda yang telah 
diatur dalam jenis-jenis perbuatan pidana 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
Kata Kunci: sanksi pidana, korporasi, 
perlindungan anak. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai 
ancaman sanksi pidana bagi pengurus dan 
korporasi apabila melakukan tindak pidana 
terhadap anak sebagai kelompok rentan yang 
perlu dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa 
selain perorangan pengurus dan/atau korporasi 
dapat juga dikenakan sanksi pidana apabila 
terlibat dalam perkara pidana seperti 
ekspolitasi ekonomi atau seksual anak, 
perdagangan anak, perbuatan melibatkan anak 
dalam produksi dan distibusi narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penjaualan 
organ atau jaringan tubuh anak untuk 
kepentingan komersial dan bentuk-bentuk 
kejahatan lainnya.  Akibat terjadinya 
tindak pidana terhadap anak akan 
mengakibatkan anak mengalami perlakuan 
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diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun 
seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, 
dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan 
salah lainnya yang dapat menimbulkan 
kerugian, baik materiil maupun moril sehingga 
menghambat fungsi sosialnya atau anak 
mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, 
mental, maupun sosial.    

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan 
kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi 
dalam konteks hubungan di antara dewan 
direktur, eksekutif dan manager di satu pihak 
dan di antara perusahaan induk, perusahaan 
cabang dan anak perusahaan di lain pihak. 
Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks 
yang bermuara pada motif-motif ekonomis. 
Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada 
spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi 
pada umumnya diperankan oleh orang-orang 
yang berstatus sosial tinggi dengan 
memanfaatkan kesempatan dan jabatan 
tertentu serta dengan cara kolektif dengan 
modus operandi yang halus yang sukar 
dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan 
dengan secara individu.3  

Meskipun perbudakan telah dinyatakan 
sebagai tindakan melanggar hukum di seluruh 
dunia, namun banyak keadaan yang membuat 
kehidupan anak-anak yang bekerja ini dapat 
disebut mendekati perbudakan. Praktik mirip 
perbudakan, meskipun bertentangan dengan 
hukum, tetap saja berlangsung secara meluas di 
seluruh dunia. Hal ini mencakup eksploitasi 
buruh anak-anak, kerja paksa, penjualan anak-
anak, pelacuran yang dipaksakan, penjualan 
narkotika dan penelantaraan.4  

Tujuan utama yang ingin dicapai hukum 
yaitu ketertiban agar kehidupan bermasyarakat 
tetap berlangsung secara harmonis bahwa 
setiap individu dapat berkembang menurut 
kodratnya dan memperoleh haknya yang 
dijamin oleh hukum dengan melaksanakan 
kewajiban yang dibebankan oleh hukum.5  
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Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai 
tata tertib antarhubungan manusia dalam 
kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan 
hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis 
dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan 
kelompok sosial yang merasakan tekanan atau 
ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum 
juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan 
dalam keadilan sosial (masyarakat). Jadi norma 
hukum merupakan sesuatu yang berkenaan 
dengan kehidupan manusia dalam kelompok 
sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan 
maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai 
tata tertib demi keadilan.6  

Hukum sebagai norma mempunyai ciri 
kekhususan, yaitu hendak melindungi, 
mengatur dan memberikan keseimbangan 
dalam menjaga kepentingan umum. 
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti 
merugikan, melalaikan atau mengganggu 
keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan reaksi masyarakat. Reaksi yang 
diberikan berupa pengembalian 
ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial 
yang teratur dilakukan oleh petugas yang 
berwenang dengan memberikan hukuman. 
Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan 
kepada seseorang yang melalaikan atau 
mengganggu keseimbangan kepentingan umum 
adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam 
kehidupan kelompok sosial saat ini, bukan 
ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak 
berlaku atau yang sedang direncanakan 
berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan-
aturan hukum yang berlaku itu merupakan 
hukum positif. Hukum positif yang sering juga 
disebut ius constitutum ialah ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku pada suatu 
saat, waktu dan tempat tertentu.7 

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai 
tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum 
akan berkembang sejalan dengan 
perkembangan pergaulan hidup manusia. 
Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam 
pelaksanaannya menunjukkan adanya 
penggantian aturan-aturan hukum hukum yang 
sedang berlaku (hukum positif). Hal itu karena 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 
masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan 

                                                           
6
 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2. 

Rajawali Pers Jakarta, 2009, hal. 2-3. 
7
 Ibid, hal. 3. 

hukum baru yang sejenis. Aturan-aturan hukum 
yang akan menggantikan itu selama belum 
menjadi hukum positif, karena masih 
direncanakan berlakunya dinamakan hukum 
yang direncanakan (ius constitutum). Aturan 
hukum baru sebagai hukum positif dan aturan 
hukum lama yang sudah tidak berlaku lagi, 
kedua-duanya dalam ilmu pengetahuan hukum 
dinamakan “tata hukum”. Tata hukum ini 
sepanjang zaman akan selalu ada serta 
bertambah selama ada kehidupan dan 
perkembangan hidup manusia. Hal inilah yang 
kemudian dicatat sebagai sejarah tata hukum.8 
 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis akan bahas 
dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 
bagaimana sanksi pidana bagi korporasi yang 
melakukan tindak pidana terhadap anak 
berdasarkan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 
2002 ? 
 
C. Metode Penelitian 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan 
dalam menulis karya ilmiah ini diperoleh 
dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan-
bahan hukum terdiri dari: peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah 
hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk 
data-data dari media cetak dan elektronik serta 
kamus-kamus hukum. Untuk menyusun tulisan 
ini digunakan metode penelitian penelitian 
hukum normatif dan untuk menyusun 
pembahasan dan kesimpulan digunakan analisis 
normatif dan kualitatif terhadap bahan-bahan 
hukum yang tersedia. 
 
PEMBAHASAN 

Hukum sebagai norma mempunyai ciri 
kekhususan, yaitu hendak melindungi, 
mengatur dan memberikan keseimbangan 
dalam menjaga kepentingan umum. 
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti 
merugikan, melalaikan atau mengganggu 
keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi 
yang diberikan berupa pengembalian 
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan 
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. 
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu 
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kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh 
petugas yang berwenang dengan memberikan 
hukuman. 9  Sanksi pidana adalah tindakan 
hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik 
kurungan maupun penjara. Hukuman badan 
dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah 
denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan 
pelanggaran.10 

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, 
mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan 
sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk 
apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana 
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suau 
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih 
bersifat antispatif terhadap pelaku perbuatan 
tersebut.11 

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar masalah 
teknis perundang-undangan semata, melainkan 
bagian tak terpisahkan dari substansi atau 
materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya, dalam hal menyangkut masalah 
penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 
segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebijakan 
legislasi.12 

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen 
karena tujuannya adalah untuk mendidik 
kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini 
lebuh menekankan nilai-nilai kemanusiaan 
dalam reformasi dan pendidikan kembali 
pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat 
penting karena hanya dengan cara ini, pelaku 
dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan 
itu bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan. 13  Bahwa sanksi dalam hukum 
pidana adalah merupakan reaksi atas 
pelanggaran hukum yang telah ditentukan 
undang-undang, mulai dari penahanan, 
penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman 
oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian 
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terpenting dari setiap undang-undang adalah 
menentukan sistem hukum yang dianutnya. 
Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi 
dalam hukum pidana, tidak terlepas dari 
masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai 
dalam pemidanaan.14 

Tujuan hukum acara pidana sangat erat 
hubungannya dengan tujuan hukum pidana, 
yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, 
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat. Hukum pidana memuat tentang 
rincian perbuatan yang termasuk perbuatan 
pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat 
dihukum dan macam-macam hukuman yang 
dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum 
pidana. Sebaliknya hukum acar pidana 
mengatur bagaimana proses yang harus dilalui 
oleh aparat penegak hukum dalam rangka 
mempertahankan hukum pidana materiil 
terhadap pelanggarnya”.15 

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 
kedua hukum tersebut saling melengkapi, 
karena tanpa hukum pidana hukum acara 
pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum 
acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat 
dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan 
tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah 
mendapatkan kebenaran materiil putusan 
hakim dan pelaksanaan putusan hakim. 

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Pidana terdiri atas: 
a.  Pidana Pokok: 

1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana denda; 
5) Pidana tutupan 

b. Pidana Tambahan 
 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
 2) Perampasan barang-barang tertentu; 
 3) Pengumuman putusan hakim. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam 
Pasal 90  ayat:  
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 
79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, 
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 
88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, 
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maka pidana dapat dijatuhkan kepada 
pengurus dan/atau korporasinya.    

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi 
hanya pidana denda dengan ketentuan 
pidana denda yang dijatuhkan ditambah 
1/3 (sepertiga) pidana denda masing-
masing sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).    

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Pasal 77: 
menyatakan:  Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan tindakan:    
a. diskriminasi terhadap anak yang 

mengakibatkan anak mengalami kerugian, 
baik materiil maupun moril sehingga 
menghambat fungsi sosialnya; atau  

b. penelantaran terhadap anak yang 
mengakibatkan anak mengalami sakit atau 
penderitaan, baik fisik, mental, maupun 
sosial,    

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).    
Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan 

sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak 
yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang 
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 
anak korban penculikan, anak korban 
perdagangan, atau anak korban kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 
padahal anak tersebut memerlukan 
pertolongan dan harus dibantu, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama   5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 79: Setiap orang yang melakukan 
pengangkatan anak yang bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).    

Pasal 80 ayat:  
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, 

kekerasan atau ancaman kekerasan, atau 
penganiayaan terhadap anak, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua 
juta rupiah).   

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).    

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah).    

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut orang tuanya. 
 
Pasal 81 ayat:   

(1) Setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat  3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap 
orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain.   
Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah).  

Pasal 83: Setiap orang yang 
memperdagangkan, menjual, atau menculik 
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
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(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah).    Pasal 84: Setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan 
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 
anak untuk pihak lain dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).    

Pasal 85 ayat:   
(1)  Setiap orang yang melakukan jual beli 

organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

(2)  Setiap orang yang secara melawan hukum 
melakukan pengambilan organ tubuh 
dan/atau jaringan tubuh anak tanpa 
memperhatikan kesehatan anak, atau 
penelitian kesehatan yang menggunakan 
anak sebagai objek penelitian tanpa seizin 
orang tua atau tidak mengutamakan 
kepentingan yang terbaik bagi anak, 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama  10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).    

Pasal 86: Setiap orang yang dengan sengaja 
menggunakan tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk 
memilih agama lain bukan atas kemauannya 
sendiri, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa anak tersebut belum berakal dan belum 
bertanggung jawab sesuai dengan agama yang 
dianutnya dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). Pasal 87: Setiap orang yang secara 
melawan hukum merekrut atau memperalat 
anak untuk kepentingan militer sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan 
dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam 
sengketa bersenjata atau pelibatan dalam 
kerusuhan sosial atau pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 
atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 88: 
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi 
atau seksual anak dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).   

Pasal 89 ayat:  
(1)  Setiap orang yang dengan sengaja 

menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan anak dalam 
penyalahgunaan, produksi atau distribusi 
narkotika dan/atau psikotropika dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).    

(2)  Setiap orang yang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan anak dalam 
penyalahgunaan, produksi, atau distribusi 
alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) 
tahun dan denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah).   

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam 
Pasal 90  ayat:  
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 
79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, 
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 
88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, 
maka pidana dapat dijatuhkan kepada 
pengurus dan/atau korporasinya.   

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi 
hanya pidana denda dengan ketentuan 
pidana denda yang dijatuhkan ditambah 
1/3 (sepertiga) pidana denda masing-
masing sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).   

Sanksi memegang peranan penting dalam 
rangka penegakan hukum (law enforcement) 
terhadap ditatanya suatu peraturan perundang-
undangan. Sebagaimana dikemukakan dalam 
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Black’s law Dictionary, Sanction that part of a 
law which is designed to secure enforcement by 
imposing a penalty for is violation or offering a 
reward for is observance.16 Secara umum sanksi 
adalah hukum berupa nestapa akibat 
pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum 
dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. 

Sanksi perdata merupakan sanksi akibat 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian 
pada orang lain, karena itu, kepada orang yang 
menimbulkan kerugian diwajibkan membayar 
ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan 
dengan pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan hukum pidana 
(kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi 
adminsitrasi berkenaan dengan pelanggaran 
ketentuan hukum dan sanksi administrasi 
berkenaan dengan pelanggaran ketentuan 
hukum adminsitrasi yang ditetapkan oleh 
pejabat tata usaha negara dalam 
menyelenggarakan urusan pelayanan kepada 
masyarakat.17  

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan 
dari orang-orang, yang sebagai badan hukum 
turut serta dalam pergaulan hidup 
kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari 
perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh 
oknum, terang masuk perumusan pelbagai 
tindak pidana. 18  Dalam hal ini, sebagai 
perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah 
oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi 
sebagai pengurus dari badan hukum, seperti 
misalnya seorang direktur dari suatu perseroan 
terbatas, yang 
dipertanggungjawabkan,  sedangkan mungkin 
sekali seorang direktur itu hanya melakukan 
saja putusan dari dewan direksi,  maka timbul 
dan kemudian merata gagasan, bahwa juga 
suatu perkumpulan sebagai badan 
tersendiri  dapat dikenakan hukuman pidana 
sebagai subyek suatu tindak pidana.19  

                                                           
16

Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 122-123. (Dikutip 
oleh Lalu Husni, dari: (Henry Cambell Black’s Law 
Dictionary, St. Paul Minn West Publishing Co. 1979. hal. 
1203). 
17

 Ibid. 
18

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, 
Bandung, Februari 2011, hal.59-60. 
19

Ibid, hal.55. 

Pengurus dan/atau korporasi yang 
melakukan tindak pidana terhadap anak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan dapat dikenakan sanksi  
pidana dan pidana denda sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan dan dapat dibuktikan 
dalam sidang pengadilan. Hal ini tentunya 
bagian dari upaya penegakan  hukum dalam 
upaya melindungi hak-hak anak sebagai 
manusia yang termasuk dalam kelompok 
rentan yang tidak memiliki kemampuan untuk 
melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi 
apabila mengalami perlakuan atau perbuatan 
yang merugikan dirinya dan menghambat 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
tersebut.  

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 
korporasi hanya pidana denda dengan 
ketentuan pidana denda yang dijatuhkan 
ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda 
sesuai dengan pidana denda yang telah 
diatur dalam jenis-jenis perbuatan pidana 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.  

 
B. Saran 

Sanksi pidana bagi korporasi diperlukan 
pemberlakuan sanksi pidana paling lama 
dan pidana denda paling banyak sesuai 
dengan unsur-unsur  tindak pidana yang 
telah terbukti dalam persidangan, 
mengingat atas perbuatan pengurus dan 
korporasi telah mengakibatkan anak 
mengalami kerugian, baik materiil maupun 
moril sehingga menghambat fungsi sosialnya 
atau mengalami sakit atau penderitaan, baik 
fisik, mental, maupun sosial dan luka berat 
atau kematian.    
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